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ABSTRAK 

Salah satu tugas negara demokrasi mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah. Pilkada termasuk 

dalam ketentuan Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis. Menjadi sebuah 

tantangan tersendiri bagi Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten Banjar, dalam melakukan 

pengawasan pemilihan kepala daerah di tengah Pandemi Covid-19. Pengawasan pilkada 

tahun 2020 berbeda dari tahun sebelumnya karena pilkada harus diimplementasikan sesuai 

dengan protokol kesehatan. Oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Banjar perlu melakukan 

tahapan strategis dalam pengawasan pemilihan. Fokus utama dalam penelitian ini yakni 

menganalisis pola pengawasan dan jenis ketidaktaatan yang dilakukan oleh Bawaslu 

Kabupaten Banjar pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di masa pandemi Covid-19. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologis empiris, yang bersifat kualitatif. 

Penelitian dilakukan langsung di Bawaslu Kabupaten Banjar. Populasi dalam penelitian 

iniadalah Komisioner dan semua Staf Bawaslu Kabupaten Banjar. Sampel yang digunakan 

untuk penelitian ini adalah Purposive Sampling. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah nonrandom sampling. Teknik pengumpulan data adalah dengan face to face interview. 

Analisis data yang didapatkan dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Dari penelitian ini 

didapatkan hasil bahwa pola pengawasan pada pemilihan Bupati dan Wakabup 

KabupatenBanjar cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ketika masa pandemi 

Covid-19 yang mana harus menghormati dan menerapkan protokol kesehatan dan dilakukan 

sesuai dengan Standar Operasional Prosedur serta regulasi yang sudah ditetapkan. Jenis 

pelanggaran yang terjadi tidak hanya pada pelanggaran administratif namun juga pelanggaran 

pidana, kode etik, dan pelanggaran hukum lainnya. 
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ABSTRACT 

One of the tasks of a democratic country is to realize regional head elections. Pilkada is 

included in the provisions of the regional government, which is democratically elected. It is 

a challenge for Bawaslu, especially the Banjar Regency Bawaslu, to supervise regional head 

elections in the midst of the COVID-19 pandemic. The supervision of the 2020 regional 

elections is different from the previous year because the regional elections must be carried 

out in accordance with health protocols. Therefore, the Banjar Regency Bawaslu needs to 

carry out strategic stages in supervising the election. The main focus of this research is to 

analyze the pattern of supervision and the type of disobedience carried out by the Banjar 

Regency Bawaslu during the election of the Regent and Deputy Regent during the COVID-

19 pandemic. This study uses empirical sociological research methods, which are qualitative 

in nature. The study was carried out directly at the Banjar Regency Bawaslu. The population 

in this study were the Commissioners and all the Banjar Regency Bawaslu staff. The sample 

used for this research is from purposive sampling. The sampling technique used is non-

random sampling. The interview method is used to collect data. The analysis of the data 

obtained was carried out by means of qualitative analysis. From this study, it was found that 

the pattern of supervision in the election of the Regent and Deputy Regent of Banjar Regency 

was quite different from previous years during the COVID-19 pandemic, which had to respect 

and apply health protocols and be carried out in accordance with Standard Operating 

Procedures and established regulations. The types of violations that occur are not only 

administrative violations but also criminal violations, code of ethics violations, and other 

legal violations. 
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